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RINGKASAN 

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana konstitusional pelaksanaan 

kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu harus 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan 

Jurdil) sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas ini menjadi fondasi utama agar 

pemilu berlangsung secara demokratis, berintegritas, dan mencerminkan kehendak 

rakyat secara autentik. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas Luber dan Jurdil 

masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama pada asas jujur dan adil. 

Data pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pemilu 

2024 mencatat sebanyak 1.023 temuan dan laporan dugaan pelanggaran, dengan 

479 kasus terbukti sebagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran 

administrasi, kode etik penyelenggara pemilu, dugaan tindak pidana pemilu, politik 

uang, ketidaknetralan aparatur negara, serta penyalahgunaan fasilitas negara. 

Penyelenggara di tingkat bawah seperti PPS dan KPPS sering mengalami tekanan 

politik dan sosial, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih 

relatif pasif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara 

ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, sehingga mengakibatkan erosi 

kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaturan asas Luber dan Jurdil dalam sistem hukum pemilu 

Indonesia, mengidentifikasi kedudukan serta makna yuridisnya sebagai prinsip 

fundamental, dan menilai konsistensi penerapannya antara norma konstitusional, 
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undang-undang, peraturan pelaksana, serta praktik penyelenggaraan pemilu. 

Rumusan masalah dirumuskan dalam tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana 

pengaturan asas Luber dan Jurdil berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 

2017; (2) bagaimana kedudukan dan makna yuridis asas tersebut menurut peraturan 

perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi; serta (3) bagaimana 

konsistensi penerapan asas Luber dan Jurdil dalam kerangka hukum pemilu 

Indonesia. 

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat 

preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri dari bahan 

primer (UUD 1945, UU Pemilu, putusan MK), bahan sekunder (buku, jurnal, dan 

pendapat ahli), serta bahan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode penalaran 

deduktif dengan teknik interpretasi sistematis, historis, dan teleologi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif asas Luber dan Jurdil 

telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang. Pasal 22E ayat (1) UUD 

1945 menetapkan keenam asas tersebut sebagai prinsip dasar pemilu, 

yangkemudian dijabarkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 serta berbagai Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Mahkamah 

Konstitusi melalui putusan-putusannya, termasuk Putusan Nomor 14/PUU-

XI/2013 dan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (sengketa Pilkada 

Pesawaran), menegaskan bahwa asas Luber dan Jurdil merupakan satu kesatuan 
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yang tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dapat menjadi 

dasar diskualifikasi calon atau pemungutan suara ulang apabila bersifat signifikan. 

Meskipun kerangka normatif sudah cukup komprehensif, konsistensi 

penerapan asas Luber dan Jurdil di lapangan belum optimal. Dominannya 

pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran pada tahapan kampanye 

menunjukkan bahwa asas jujur dan adil masih sulit diwujudkan secara penuh. 

Faktor yuridis yang memengaruhi ketidakkonsistenan tersebut antara lain sifat 

hukum pemilu yang sangat prosedural, fragmentasi regulasi, lemahnya efek jera 

sanksi, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum pemilu yang belum 

maksimal. Perkembangan kampanye digital dan penggunaan teknologi informasi 

juga menambah kompleksitas tantangan implementasi. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun 

pengaturan asas Luber dan Jurdil dalam sistem hukum pemilu Indonesia telah 

memadai secara normatif, implementasinya masih menghadapi kesenjangan yang 

signifikan. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih substantif, peningkatan 

integritas dan kapasitas penyelenggara, harmonisasi antarlembaga, serta partisipasi 

masyarakat yang lebih aktif dan kritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi bagi KPU, Bawaslu, serta pembentuk undang-undang 

dalam upaya mewujudkan pemilu yang lebih jujur, adil, dan berintegritas di masa 

mendatang. 
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ABSTRAK 

Pemilihan umum merupakan sarana konstitusional pelaksanaan kedaulatan 

rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu 

harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan 

Jurdil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, 

kedudukan yuridis, serta konsistensi penerapan asas Luber dan Jurdil dalam sistem 

hukum pemilu Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, dan 

putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta 

laporan pengawasan pemilu, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara 

kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan interpretasi sistematis, historis, 

serta teleologis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif asas Luber dan Jurdil 

telah diatur secara lengkap dan berjenjang dalam sistem hukum pemilu Indonesia. 

Namun, dalam praktik penyelenggaraan Pemilu 2024 masih ditemukan berbagai 

pelanggaran, terutama pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran 

kampanye yang mencederai asas jujur dan adil. Terdapat kesenjangan antara 

ketentuan normatif dengan implementasinya di lapangan akibat faktor yuridis 

seperti sifat hukum pemilu yang prosedural, fragmentasi regulasi, serta lemahnya 

koordinasi penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya konsisten 

menjadikan asas Luber dan Jurdil sebagai parameter utama penilaian keabsahan 

proses pemilu. 

kata kunci : Pemilihan Umum, Asas Luber dan Jurdil, Sistem Hukum Pemilu, 

Pelanggaran Pemilu, Mahkamah Konstitusi 
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